Digitalisasi dan
Humanisme dalam
Ekonomi Kreatif

Digitalisasi memicu transisi di berbagai bidang. Hal itu mengubah wajah
kehidupan. Pola interaksi, gaya berkomunikasi, cara bertransaksi, hingga
cara bersosialisasi, berubah secara signifikan. Mau tidak mau, jarak, waktu,
bisnis, kreativitas, dan kemanusiaan, harus didefinisikan ulang.
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Dari perspektif bisnis, dalam hal ini ekonomi kreatif, digitalisasi telah
membuat para pelakunya mendapat berbagai kemudahan. Mereka lebih
mudah menembus pasar yang besar, memperoleh sumber informasi
luas, serta menemukan partner potensial untuk berkolaborasi. Namun,
di saat bersamaan mereka juga berhadapan dengan kompetitor yang
terus bermunculan. Persoalannya, apakah pelaku ekonomi kreatif dapat
menjawab tantangan ini? Apakah digitalisasi dapat mendorong mereka untuk
menghasilkan karya dan solusi-solusi untuk mempertahankan eksistensinya?
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yang paling tepat untuk menghadapi realitas ini? ()
Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi Kreatif berusaha menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tulisan-tulisan dalam buku ini tidak hanya

mengetengahkan potret digitalisasi saat ini, tetapi juga buah-buah pikiran

reflektif yang akan membantu kita menjawab masalah-masalah sosial, ®
komunikasi, ekonomi kreatif dan kemanusiaan kontemporer. re a t I
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Lalu, bagaimana dengan masa depan kemanusiaan? Fakta memperlihatkan
kepada kita bahwa si satu sisi kehidupan manusia dipermudah oleh digitalisasi,
tetapi di sisi lain kemanusiaan juga digerogoti. Relasi horizontal terpecah dan
kebenaran semakin sulit ditemukan di tengah luapan informasi. Sikap apa
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Model Ruang Publik yang
Digunakan dalam Konflik Ambon

Suzy Azeharie dan Wulan Purnama Sari

Universitas Tarumanagara
JIn. Letjen S. Parman No.1, Jakarta, Indonesia

Konﬂik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan antara
umat Islam dan Kristen. Bibit permusuhan antara dua kelompok ter-
sebut diawali oleh bangsa Eropa yang awalnya melakukan perdagangan
rempah-rempah sejak abad 16. Selain berdagang, orang Belanda yang
datang ke Maluku juga menyebarluaskan agama Kristen sehingga saat ini
hampir setengah dari penduduk Maluku (49%) adalah orang Kristen (“pe-
meluk agama,” n.d.).

Perdagangan rempah diikuti masa penjajahan oleh Belanda yang
dilakukan lebih dari tiga ratus tahun memecah belah masyarakat Ma-
luku menurut garis agama, geografis dan sosial. Orang Kristen di Ma-
luku, menurut Cate Buchanan, diberi Belanda akses yang lebih besar
dalam pendidikan dan posisi politik. Sementara orang Islam menjadi
pedagang dan pebisnis. Kebijakan pemerintahan Suharto (1965-1998)
dengan transmigrasi membuat orang orang dari Bugis, Buton, dan Ma-
kassar datang ke Pulau Ambon dan membuat jumlah penduduk Ma-
luku yang beragama Islam bertambah banyak (Pengelolaan Konflik di
Indonesia—Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso, 2011).

Belanda membagi dua kota Ambon berdasarkan agama Islam dan
Kristen. Segregasi berdasarkan agama ini sudah lama didesain Belanda
(Kastor, 2004). Belanda yang datang ke Ambon pada 1598, menurut
Subair dan M. Yamin, membuat polarisasi terhadap permukiman. Dae-
rah utara yang disebut Jazirah Leihitu mayoritas dihuni oleh masyara-
kat muslim akibat pengaruh kesultanan Ternate. Selain itu, masyarakat
Muslim juga ada di Desa Batu Merah, Kebun Cengkeh, Waihong, Air
Salobar (Ismail, 2017).
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Ketika Hari Raya Idul Fitri pada 19 dan 20 Januari 1999, pecah ke-
rusuhan di Kota Ambon. Kerusuhan ini awalnya dipicu percekcokan
antara dua orang pemuda berbeda keyakinan, yang satu beragama
Islam dan yang lain Kristen. Percekcokan antara dua orang ini kemudi-
an bereskalasi menjadi konflik sektarian meliputi satu Provinsi Maluku
dan berlangsung lebih dari empat tahun dengan korban tewas, me-
nurut Lembaga Survei Indonesia, berjumlah sekitar 9.000 orang dan
pengungsi mencapai 700.000 orang. Kerugian yang ditimbulkan luar
biasa: 45 masjid dan 57 gereja dibakar, termasuk 719 toko, 38 gedung
pemerintah, dan 4 buah bank.

Beragam upaya rekonsiliasi diadakan oleh berbagai pemangku
kepentingan. Riset ini meneliti ruang publik yang digunakan oleh ke-
dua belah pihak, yaitu kelompok Islam dan Kristen dalam melakukan
rekonsiliasi. Habermas mengatakan ruang publik memainkan peran
yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang di-
hidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara
negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dija-
lankan secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui
nalar publik (Prasetyo, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskrip-
tif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya
perilaku (Agustinova, 2015). Creswell mengatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan gambaran, laporan rinci atas situasi yang dialami
(Creswell, 2014).

Tinjauan Pustaka

Ruang publik secara umum dapat dimengerti sebagai arena orang-orang
berkecimpung dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya mencakup
tempat beraktivitas secara public, tetapi juga menyangkut artikulasi ber-
bagai kepentingan. Dalam konteks politik sebagaimana yang dituliskan
Habermas (1993) ruang publik merupakan kondisi yang memungkinkan
para warga negara datang bersama-sama mengartikulasikan kepenting-
annya untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.
Kondisi yang dimaksud Habermas ini adalah, pertama semua warga ne-
gara mampu berkomunikasi dan memiliki hak yang sama dalam berpar-
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tisipasi di ruang publik. Kedua, semua partisipan memiliki peluang yang
sama untuk mencapai konsensus yang adil dan memperlakukan rekan
komunikasinya sebagai pribadi yang otonom dan bertanggung jawab.
Ketiga, ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari te-
kanan dan diskriminasi, sehingga argumen yang lebih baik menjadi dasar
proses diskusi. Dengan kata lain, kondisi yang dimaksud adalah kondisi
yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan. (Faisal, Putra & Nugraha, 2017)

Dullham & Kellner menuliskan konsep ruang publik pada awalnya
merupakan keseluruhan realitas dari kehidupan sosial di mana sesu-
atu yang mendekati opini publik dapat dibentuk. Akses kepada selu-
ruh masyarakat dijamin. Ruang publik berwujud menjadi nyata dalam
bentuk semua percakapan di mana setiap pribadi individu berkumpul
untuk membentuk tubuh publik. (Durham & Kellner, 2006)

Supriyadi menuliskan bahwa Habermas membagi ruang publik ke
dalam dua jenis, yaitu ruang publik politik dan ruang publik sastra.
Ruang publik politik tidak hanya memperlihatkan keterbukaan ruang
yang dapat diakses, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur
sosial masyarakat yang berubah. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dari
sistem feodal lambat laun tidak dapat dipertahankan lagi. Sementa-
ra itu, dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai
meningkat sejalan dengan kemunculan penerbitan-penerbitan. Dis-
kusi masyarakat mengenai seni, estetika, dan sastra tersebar di pen-
juru Eropa. Ruang publik menurut Habermas juga harus memenuhi
tiga kriteria untuk dapat dikatakan sebagai ruang publik masyarakat.
Pertama, mengesampingkan perbedaan status sosial dan memuncul-
kan prinsip kebersamaan dan kesetaraan sebagai semangat pada seti-
ap pertemuan. Kedua, ruang publik membuka wacana-wacana yang
belum pernah dipersoalkan, seperti monopoli negara dan gereja atas
interpretasi kebenaran dalam teks. Kekuatan-kekuatan sosial baru da-
lam masyarakat mulai membawa ruang publik sastra ke dalam wilayah
politis. Ketiga, pertemuan individu di dalam ruang publik sastra telah
mengubah kebudayaan menjadi komoditas. (Supriadi, 2017)

Analisis dan Diskusi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa ruang publik yang di-
gunakan pihak yang bertikai selama konflik berlangsung. Yang pertama
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adalah kedai kopi, lalu ada pasar terbuka, dan terakhir sekolah. Apabila
digambarkan sebagai model, dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1: Model Ruang Publik sebagai Sarana Rekonsiliasi di Ambon

Kedai Kopi

Kedai kopi merupakan salah satu ruang publik yang digunakan sebagai
salah satu tempat ketika kedua pihak yang bertikai di Ambon melakukan
proses rekonsiliasi. Dalam kedai kopi tidak ada batasan antara siapa berbi-
cara dengan siapa, setiap orang bebas untuk mengekspresikan pendapat
dan hal tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat cair atau santai,
sehingga tercipta suasana damai. Kedai kopi yang menjadi salah satu ru-
ang publik yang digunakan sebagai sarana rekonsiliasi konflik tidak terle-
pas dari budaya masyarakat Maluku yang sangat menyukai berbincang
ringan dengan pengunjung lainnya sambil meminum kopi dan memakan
makanan ringan khas daerah. Daerah Maluku bukanlah merupakan dae-
rah penghasil kopi di Indonesia, tetapi masyarakatnya sangat menyukai
duduk di kedai kopi dan meminum kopi.

Konflik yang terjadi juga menyebabkan segregasi dalam pemanfa-
atan warung kopi sebagai ruang publik. Warung kopi terbagi antarwi-
layah dan antarkelompok. Orang dari masing-masing kelompok akan
pergi ke warung kopi yang berada di wilayah kelompoknya masing-
masing. Masing-masing kelompok memiliki kekhawatiran dan keeng-
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ganan untuk pergi ke warung kopi di wilayah yang bukan milik kelom-
poknya sehingga mereka cenderung untuk pergi ke warung kopi yang
terletak di “daerah”-nya.

Selama masa konflik, warung kopi kerap dijadikan tempat berkum-
pul kedua kelompok. Mereka berdiskusi mengenai jalur yang aman,
kondisi di lingkungan masing-masing, dan tempat untuk memulai
rekonsiliasi pascakonflik. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu nara-
sumber, yang menjelaskan tentang pemanfaatan ruang publik pas-
cakonflik. Didukung anak anak muda Ambon, ruang publik dijadikan
tempat rekonsiliasi dengan mengadakan beragam acara dengan tema
perdamaian, mulai dari acara musik, lukisan, sampai puisi. Dalam ru-
ang publik inilah terjadi interaksi antarkelompok yang dahulu pernah
bertikai. Interaksi ini juga menjadi berkembang, tidak hanya antarke-
lompok warga Ambon yang pernah bertikai, tetapi juga dengan wi-
satawan yang setelah konflik berakhir mulai datang ke Ambon. Pasca-
konflik, Ambon menjadi lebih terbuka. Wisatawan, baik lokal maupun
mancanegara, mulai berdatangan ke Ambon. Banyak warga keturunan
Ambon yang bermukim di Belanda datang berkunjung ke Ambon (Ma-
radona, 2011).

Pasar
Saat konflik mereda, aktivitas ekonomi di pasar mulai bangkit. Dua kelom-
pok ibu dari dua kepercayaan yang berbeda mendatangi pasar, baik un-
tuk berjualan maupun untuk membeli bahan keperluan sehari hari. Pasar
yang digunakan adalah Pasar Bakubayi dan Pasar Mardika yang berada di
tengah Kota Ambon. Pada awalnya, ibu-ibu pedagang yang berbeda aga-
ma itu belum terjadi interaksi apapun. Pembeli beragama Kristen hanya
membeli dari pedagang Kristen. Demikian juga sebaliknya. Transaksi jual
beli hanya terjadi pada kelompok dengan keyakinan yang sama.
Meskipun demikian, perlahan hubungan kedua kelompok ibu-ibu
ini mulai mencair, terjadi saling menyapa disusul transaksi jual beli. Dan,
seiring dengan berjalannya waktu, terciptalah kepercayaan di antara
kedua kelompok berbeda agama ini. Hal ini sejalan dengan pendapat
Paffenholz yang mengatakan “Actors, women in this case, have been ef-
fectively and technically enabled, prepared and supported, their chances to
participate in a way which helps to positively influence processes for better
outcomes are higher”. (Paffenholz, Potter, & Buchanan, 2015)
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Sekolah

Pascakonflik Ambon, tidak hanya pemukiman yang tersegregasi, tetapi
juga institusi pendidikan seperti sekolah. Karena merasa menjadi out-
group, siswa Muslim takut untuk bersekolah di sekolah yang terletak di
daerah Kristen. Sebaliknya, siswa Kristen takut masuk ke sekolah di da-
erah Muslim. Akibatnya, sekolah di daerah Kristen hanya dimasuki siswa
Kristen. Demikian juga sebaliknya. Proses rekonsiliasi dilakukan antara lain
dengan membuat sekolah rekonsiliasi yaitu, sekolah tempat perjumpaan
murid Muslim dan Kristen.

Kesimpulan

Dalam rekonsiliasi konflik horizontal yang terjadi di Ambon, ada beberapa
ruang publik yang digunakan oleh kedua pihak yang bertikai untuk me-
mulai proses rekonsiliasi. Ruang publik yang digunakan antara lain adalah
kedai-kedai kopi yang awalnya didirikan di daerah perbatasan konflik, lalu
pasar, dan sekolah. Pemanfaatan ruang publik tersebut tidak terlepas dari
budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Ambon serta peran dari kaum
muda dan opinion leader yang memperjuangkan agar Ambon kembali da-
mai dan rukun.
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